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Abstrak 
Tax compliance among Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) is a key factor in supporting government revenue and maintaining the effectiveness of the taxation system. Nevertheless, compliance among MSME taxpayers remains a challenge, particularly due to varying levels of tax understanding and tax knowledge. This study aims to examine the influence of tax understanding and tax knowledge on MSME tax compliance in West Java Province. A quantitative approach was employed using a survey of 52 MSME owners selected through purposive sampling. Data were collected through questionnaires and analyzed using validity and reliability tests, multiple linear regression analysis, t-tests, F-tests, and coefficient of determination (R²) analysis. The findings indicate that the research instrument demonstrated a high level of reliability, with a Cronbach’s Alpha value of 0.929. The results further show that tax understanding has a positive and significant effect on MSME tax compliance, while tax knowledge does not have a statistically significant individual effect. Simultaneously, both variables have a significant effect on tax compliance. The coefficient of determination (R²) of 0.682 indicates that 68.2% of the variation in MSME tax compliance can be explained by tax understanding and tax knowledge, while the remaining 31.8% is attributable to factors beyond the scope of this study. These findings suggest that improving MSME tax compliance requires strengthening taxpayers’ practical understanding of taxation through continuous education, assistance programs, and simplified tax administration procedures.
Keywords: MSMEs, Tax Compliance, Tax Understanding, Tax Knowledge, Taxpayers.
1. Latar Belakang
Secara teoritis, sistem perpajakan dirancang tidak hanya sebagai instrumen penerimaan negara, tetapi juga sebagai alat pengaturan (regulatory function) untuk mendorong pertumbuhan ekonomi (Nurmantu, 2020). Teori kepatuhan pajak (tax compliance theory) menjelaskan bahwa kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh dua pendekatan utama, yaitu pendekatan paksaan (enforced compliance) melalui sanksi dan pengawasan, serta pendekatan kesadaran (voluntary compliance) yang menekankan pada pemahaman, sikap, dan kesadaran wajib pajak (Alm & Torgler, 2020). Dalam konteks UMKM, pendekatan kesadaran dinilai lebih relevan mengingat keterbatasan sumber daya dan kemampuan administratif pelaku usaha kecil (Putri & Narulitasari, 2024). 
Namun demikian, berbagai penelitian menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan pajak UMKM di Indonesia masih relatif rendah (Kumalasari et al., 2022). Kondisi ini tercermin dari ketidakseimbangan antara jumlah UMKM yang terus meningkat dan tingkat kepatuhan perpajakan yang belum optimal (Santoso & Rusliansyah, 2024). Kebijakan perpajakan yang ditujukan untuk UMKM, seperti penurunan tarif dan pemberian insentif pajak, belum sepenuhnya memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak (Setiawan & Putri, 2022). 
Di sisi lain, teori administrasi perpajakan menekankan pentingnya sistem pajak yang sederhana, transparan, dan mudah diakses untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak (OECD, 2021). Digitalisasi perpajakan diyakini mampu meningkatkan efisiensi dan kemudahan pelaporan pajak. Namun, bagi sebagian pelaku UMKM, sistem berbasis teknologi justru menimbulkan tantangan baru akibat keterbatasan literasi digital dan kesiapan infrastruktur (Hanna, 2020; Seicilia Silalahi et al., 2025). 
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Perbedaan antara harapan teoritis dan realitas empiris tersebut menunjukkan adanya kesenjangan yang perlu dikaji lebih lanjut. Oleh karena itu, diperlukan penelitian empiris yang mampu menguji sejauh mana faktor internal pelaku UMKM, khususnya pemahaman dan pengetahuan perpajakan, memengaruhi tingkat kepatuhan pajak (Putri et al., 2024; Judijanto & Al-Amin, 2025). 
Penelitian ini mengambil konteks UMKM di Provinsi Jawa Barat sebagai lokasi kajian. Jawa Barat dipilih karena memiliki jumlah UMKM yang besar dan beragam, sehingga menjadi representasi yang relevan untuk mengkaji permasalahan perpajakan UMKM. Dengan menganalisis faktor internal pelaku UMKM serta faktor eksternal berupa hambatan administrasi dan kebijakan perpajakan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai determinan perilaku perpajakan UMKM.
2. Metode Penelitian
2.1. Jenis Penelitian
[bookmark: _Hlk67818234]Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei untuk mengukur hubungan antarvariabel berdasarkan data numerik yang diperoleh dari responden (Sugiyono, 2021). Metode survei dipilih karena memungkinkan peneliti memperoleh data primer secara langsung dari pelaku UMKM melalui kuesioner terstruktur (Darmawan et al., 2023). 
Penelitian ini bersifat eksplanatori, karena dirancang untuk menjelaskan pengaruh faktor-faktor tertentu terhadap perilaku perpajakan UMKM (Michael & Widjaja, 2024).
2.2. Lokasi Penelitian
[bookmark: _Hlk67818370]Penelitian ini dilaksanakan di Provinsi Jawa Barat. Pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada pertimbangan bahwa Jawa Barat merupakan salah satu provinsi dengan jumlah UMKM terbesar di Indonesia, serta memiliki peran strategis dalam Sperekonomian nasional dan daerah. Tingginya jumlah UMKM di Jawa Barat menjadikan wilayah ini relevan untuk mengkaji permasalahan perpajakan UMKM, khususnya yang berkaitan dengan kepatuhan, hambatan administrasi, dan dampak kebijakan pajak. 
Selain itu, Jawa Barat memiliki karakteristik UMKM yang beragam, baik dari sisi skala usaha, sektor usaha, maupun tingkat pemahaman perpajakan, sehingga diharapkan mampu memberikan gambaran yang representatif mengenai kondisi perpajakan UMKM.
2.3. Populasi dan Sampel
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pelaku UMKM yang berada di Provinsi Jawa Barat dan terdaftar sebagai subjek pajak. Mengingat keterbatasan waktu dan sumber daya, penelitian ini menggunakan sebagian dari populasi tersebut sebagai sampel penelitian. 
Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling, yaitu teknik penentuan sampel berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian, seperti kepemilikan NPWP dan pengalaman memenuhi kewajiban perpajakan (Putri et al., 2024). Kriteria responden dalam penelitian ini meliputi: a. pelaku UMKM yang berdomisili dan menjalankan usaha di Provinsi Jawa Barat; b. pelaku UMKM yang telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); dan c. pelaku UMKM yang masih aktif menjalankan kegiatan usaha dan memiliki pengalaman dalam memenuhi kewajiban perpajakan. 
Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 52 responden, yang dinilai telah memenuhi syarat minimum untuk analisis regresi linier berganda serta mencerminkan karakteristik populasi penelitian.
2.4. Teknik Pengumpulan Data
Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data primer yang diperoleh secara langsung dari responden. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kuesioner tertulis yang disebarkan kepada pelaku UMKM di Provinsi Jawa Barat. 
Instrumen penelitian disusun dalam bentuk pernyataan tertutup menggunakan skala Likert lima tingkat untuk mengukur persepsi responden terhadap pemahaman pajak, pengetahuan pajak, dan kepatuhan pajak. Penggunaan skala Likert bertujuan untuk memperoleh data yang bersifat kuantitatif dan mudah dianalisis secara statistik (Sugiyono, 2021). 
Penyebaran kuesioner dilakukan secara langsung dan melalui media daring, menyesuaikan dengan kondisi dan ketersediaan responden. Sebelum digunakan dalam pengumpulan data utama, kuesioner terlebih dahulu diuji validitas dan reliabilitasnya untuk memastikan bahwa instrumen penelitian mampu mengukur variabel secara tepat dan konsisten.
2.5. Teknik Analisis Data
[bookmark: _Hlk67818453]Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara bertahap dengan menggunakan bantuan perangkat lunak statistik. Tahap pertama adalah uji validitas, yang bertujuan untuk mengetahui kemampuan setiap item pernyataan dalam mengukur variabel penelitian. Uji validitas dilakukan menggunakan korelasi item total dengan koefisien Pearson pada tingkat signifikansi 5%. 
Tahap kedua adalah uji reliabilitas, yang bertujuan untuk mengukur konsistensi internal instrumen penelitian. Uji reliabilitas dilakukan menggunakan koefisien Cronbach’s Alpha, dengan ketentuan bahwa instrumen dinyatakan reliabel apabila nilai Cronbach’s Alpha lebih besar dari 0,70 (Ghozali, 2021). 
Tahap selanjutnya adalah analisis regresi linier berganda, yang digunakan untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Pengujian hipotesis dilakukan melalui uji t untuk mengetahui pengaruh variabel secara parsial dan uji F untuk mengetahui pengaruh variabel secara simultan. Selain itu, digunakan koefisien determinasi (R²) untuk mengetahui besarnya kontribusi variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen. 
Seluruh pengujian statistik dilakukan pada tingkat signifikansi 5%. Hasil analisis data digunakan sebagai dasar dalam penarikan kesimpulan dan perumusan implikasi kebijakan perpajakan UMKM.
3. Hasil dan Diskusi
Hasil penelitian didasarkan pada urutan logis untuk membentuk sebuah cerita. Isinya menunjukkan fakta/data. Dapat menggunakan Tabel dan Angka tetapi tidak mengulangi data yang sama dalam gambar, tabel, dan teks. Untuk lebih memperjelas deskripsi, dapat menggunakan subtitle.
Diskusi adalah penjelasan dasar, hubungan, dan generalisasi yang ditunjukkan oleh hasilnya. Deskripsi menjawab pertanyaan penelitian. Jika ada hasil yang meragukan, tunjukkan secara objektif. 
3.1. Hasil Penelitian
3.1.1. Uji Validitas
[bookmark: _Hlk67818497]Berikut ini adalah tabel hasil dari pengujian validitas instrumen pemahaman pajak, pengetahuan pajak, dan kepatuhan pajak. IBM SPSS Statistics 27
Tabel 1. Hasil Uji Validitas Pemahaman Pajak
	
	
	Y1
	Y2
	Y3
	Y4
	Y5
	Y6
	TotalY

	Y1
	Pearson Correlation
	1
	.958**
	.743**
	.835**
	.853**
	.639**
	.947**

	
	Sig. (2-tailed)
	
	<.001
	<.001
	<.001
	<.001
	<.001
	<.001

	
	N
	52
	52
	52
	52
	52
	52
	52

	Y2
	Pearson Correlation
	.958**
	1
	.784**
	.896**
	.838**
	.621**
	.963**

	
	Sig. (2-tailed)
	<.001
	
	<.001
	<.001
	<.001
	<.001
	<.001

	
	N
	52
	52
	52
	52
	52
	52
	52

	Y3
	Pearson Correlation
	.743**
	.784**
	1
	.852**
	.730**
	.486**
	.869**

	
	Sig. (2-tailed)
	<.001
	<.001
	
	<.001
	<.001
	<.001
	<.001

	
	N
	52
	52
	52
	52
	52
	52
	52

	Y4
	Pearson Correlation
	.835**
	.896**
	.852**
	1
	.759**
	.642**
	.938**

	
	Sig. (2-tailed)
	<.001
	<.001
	<.001
	
	<.001
	<.001
	<.001

	
	N
	52
	52
	52
	52
	52
	52
	52

	Y5
	Pearson Correlation
	.853**
	.838**
	.730**
	.759**
	1
	.572**
	.892**

	
	Sig. (2-tailed)
	<.001
	<.001
	<.001
	<.001
	
	<.001
	<.001

	
	N
	52
	52
	52
	52
	52
	52
	52

	Y6
	Pearson Correlation
	.639**
	.621**
	.486**
	.642**
	.572**
	1
	.718**

	
	Sig. (2-tailed)
	<.001
	<.001
	<.001
	<.001
	<.001
	
	<.001

	
	N
	52
	52
	52
	52
	52
	52
	52

	TotalY
	Pearson Correlation
	.947**
	.963**
	.869**
	.938**
	.892**
	.718**
	1

	
	Sig. (2-tailed)
	<.001
	<.001
	<.001
	<.001
	<.001
	<.001
	

	
	N
	52
	52
	52
	52
	52
	52
	52


Dari hasil analisis data di atas, menunjukkan korelasi kuat dengan Pemahaman Pajak (r=0.749 hingga 0.887). Korelasi antar-item juga tinggi (0.504-0.803), mengindikasikan konsistensi internal baik. Semua item Pemahaman Pajak dinyatakan valid.
Tabel 2. Hasil Uji Validitas Pengetahuan Pajak
		



	
	X2.1
	X2.2
	X2.3
	X2.4
	X2.5
	X2.6
	TotalX2

	X2.1
	Pearson Correlation
	1
	.073
	.077
	.532**
	-.241
	-.100
	.499**

	
	Sig. (2-tailed)
	
	.607
	.577
	<.001
	.086
	.481
	<.001

	
	N
	52
	52
	52
	52
	52
	52
	52

	X2.2
	Pearson Correlation
	.073
	1
	.077
	.084
	.641**
	.585**
	.629**

	
	Sig. (2-tailed)
	.607
	
	.577
	.554
	<.001
	<.001
	<.001

	
	N
	52
	52
	52
	52
	52
	52
	52

	X2.3
	Pearson Correlation
	.077
	.077
	1
	.522**
	.294
	-.082
	.531**

	
	Sig. (2-tailed)
	.577
	.577
	
	<.001
	.076
	.563
	<.001

	
	N
	52
	52
	52
	52
	52
	52
	52

	X2.4
	Pearson Correlation
	.532**
	.084
	.522**
	1
	.248
	.554**
	.506**

	
	Sig. (2-tailed)
	<.001
	.554
	<.001
	
	.076
	<.001
	<.001

	
	N
	52
	52
	52
	52
	52
	52
	52

	X2.5
	Pearson Correlation
	-.241
	.641**
	.294
	.248
	1
	.554**
	.493**

	
	Sig. (2-tailed)
	.086
	<.001
	.076
	.076
	
	<.001
	<.001

	
	N
	52
	52
	52
	52
	52
	52
	52

	X2.6
	Pearson Correlation
	-.100
	.585**
	-.082
	.554**
	.554**
	1
	.572**

	
	Sig. (2-tailed)
	.481
	<.001
	.563
	<.001
	<.001
	
	<.001

	
	N
	52
	52
	52
	52
	52
	52
	52

	TotalX2
	Pearson Correlation
	.499**
	.629**
	.531**
	.506**
	.493**
	.572**
	1

	
	Sig. (2-tailed)
	<.001
	<.001
	<.001
	<.001
	<.001
	<.001
	

	
	N
	52
	52
	52
	52
	52
	52
	52


Tabel 3. Hasil Uji Validitas Kepatuhan Pajak
Dari hasil analisis data di atas, menunjukkan item Pengetahuan Pajak memiliki korelasi dengan Pengetahuan Pajak mulai dari 0.493 (X2.5) hingga 0.629 (X2.2), meski ada korelasi rendah antar-item seperti X2.1 dengan X2.2 ( 0.073, tidak signifikan). Namun, semua r-item total > r-tabel dan sig. 0.001, sehingga item Pengetahuan Pajak valid meski dimensi internal perlu diperhatikan.
	
	
	Y1
	Y2
	Y3
	Y4
	Y5
	Y6
	TotalY

	Y1
	Pearson Correlation
	1
	.958**
	.743**
	.835**
	.853**
	.639**
	.947**

	
	Sig. (2-tailed)
	
	<.001
	<.001
	<.001
	<.001
	<.001
	<.001

	
	N
	52
	52
	52
	52
	52
	52
	52

	Y2
	Pearson Correlation
	.958**
	1
	.784**
	.896**
	.838**
	.621**
	.963**

	
	Sig. (2-tailed)
	<.001
	
	<.001
	<.001
	<.001
	<.001
	<.001

	
	N
	52
	52
	52
	52
	52
	52
	52

	Y3
	Pearson Correlation
	.743**
	.784**
	1
	.852**
	.730**
	.486**
	.869**

	
	Sig. (2-tailed)
	<.001
	<.001
	
	<.001
	<.001
	<.001
	<.001

	
	N
	52
	52
	52
	52
	52
	52
	52

	Y4
	Pearson Correlation
	.835**
	.896**
	.852**
	1
	.759**
	.642**
	.938**

	
	Sig. (2-tailed)
	<.001
	<.001
	<.001
	
	<.001
	<.001
	<.001

	
	N
	52
	52
	52
	52
	52
	52
	52

	Y5
	Pearson Correlation
	.853**
	.838**
	.730**
	.759**
	1
	.572**
	.892**

	
	Sig. (2-tailed)
	<.001
	<.001
	<.001
	<.001
	
	<.001
	<.001

	
	N
	52
	52
	52
	52
	52
	52
	52

	Y6
	Pearson Correlation
	.639**
	.621**
	.486**
	.642**
	.572**
	1
	.718**

	
	Sig. (2-tailed)
	<.001
	<.001
	<.001
	<.001
	<.001
	
	<.001

	
	N
	52
	52
	52
	52
	52
	52
	52

	TotalY
	Pearson Correlation
	.947**
	.963**
	.869**
	.938**
	.892**
	.718**
	1

	
	Sig. (2-tailed)
	<.001
	<.001
	<.001
	<.001
	<.001
	<.001
	

	
	N
	52
	52
	52
	52
	52
	52
	52


Dari hasil analisis di atas, menunjukkan Variabel Kepatuhan Pajak paling kuat dengan r-item total 0.716 (Y6) hingga 0.963 (Y2), dan antar-item hingga 0.958 (Y1-Y2). Semua item Kepatuhan Pajak sangat valid dan reliabel.

3.1.2. Uji Reliabilitas
Berikut adalah hasil perhitungan realibilitas;
Tabel 4. Hasil Uji Reliabilitas
	Scale : ALL VARIABLES

	
	Case Procssing Summary

	
	
	N
	%

	Cases
	Valid
	52
	100.0

	
	Excludeda
	0
	.0

	
	Total
	52
	100.0

	a. Listwise deletion based on all 
variables in the procedure

	

	Realiability Statistics

	
	Cronbach’s
Alpha
	N of Items
	

	
	,929
	18
	


Berdasarkan data di atas, hasil uji reabilitas menunjukkan nilai Cronbach’s Alpha sebesar 0,929 untuk 18 item pertanyaan. Nilai tersebut lebih besar dari 0,70, sehingga dapat disimpulkan bahwa instrument penelitian ini memiliki tingkat reabilitas yang sangat tinggi dan layak digunakan.
3.1.3 Hasil Analisis Regresi
Tabel 5. Coefficients
	Model
	
	Unstandardized
B
	Coefficients
Std. Error
	Standardized
Coefficients
Beta
	t
	Sig

	1
	(Constant)
	-1,129
	2,973
	
	-,380
	,706

	
	TotalX1
	1,001
	,120
	,806
	8,318
	<,001

	
	TotalX2
	,069
	,189
	,035
	,365
	,717


a. Dependent Variabel : Total Y
Berdasarkan data di atas, hasil uji t menunjukkan bahwa variabel Pemahaman Pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Pajak dengan nilai signifikan < 0,001. Sementara itu, variabel Pengetahuan Pajak memiliki nilai signifikan sebesar 0,717 (> 0,05), sehingga tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Pajak. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hanya Pemahaman Pajak yang berpengaruh secara parsial terhadap Kepatuhan Pajak.
Tabel 6. Model Summary
	Model
	R
	R Square
	Adjusted R
Square
	Std. Error of the Estimate

	1
	,836a
	,682
	,669
	4,178

	a. Predictors: (Constant), TotalX2, TotalX1


Berdasarkan data di atas, hasil uji koefesien determinasi diperoleh nilai R Square sebesar 0,682. Hal ini menunjukkan bahwa sebesar 68,2% variabel Kepatuhan Pajak dapat dijelaskan oleh variabel Pemahaman Pajak dan Pengetahuan Pajak, sedangkan sisanya sebesar 31,8% dipengaruhi oleh variabel lain di luar model penelitian.
Tabel  7. ANOVAa
	Model
	
	Sum of Squares
	df
	Mean Square
	F
	Sig

	1
	Regression
	1832,870
	2
	916,435
	52,499
	<,001b

	
	Residual
	855,361
	49
	17,456
	
	

	
	Total
	2688,231
	51
	
	
	


a. Dependent Variable: TotalY
b. Predictors: (Constant), TotalX2, TotalX1
Berdasarkan data di atas, hasil uji F menunjukkan nilai F hitung sebesar 52,499 dengan nilai signifikan < 0,001. Hal ini berarti bahwa variabel Pemahaman Pajak dan Pengetahuan Pajak secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Pajak. Dengan demikian, model regresi yang digunakan dalam penelitian ini dinyatakan layak untuk menjelaskan hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Oleh karena itu, model regresi tersebut dinilai tepat sebagai dasar analisis dalam mengkaji faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan pajak UMKM.
3.2. Pembahasan Hasil Penelitian
[bookmark: _Hlk67818599]Hasil analisis data dalam penelitian ini memberikan gambaran yang cukup jelas mengenai faktor-faktor yang memengaruhi perilaku dan kinerja UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Pembahasan difokuskan pada interpretasi temuan empiris yang diperoleh dari uji kualitas instrumen serta analisis regresi, dengan menempatkan konteks UMKM sebagai pelaku ekonomi yang memiliki karakteristik dan tantangan tersendiri dalam sistem perpajakan.
3.2.1. Kualitas Instrumen dalam Menggambarkan Kondisi UMKM
Berdasarkan hasil pengujian validitas, seluruh item pernyataan yang digunakan untuk mengukur variabel pemahaman pajak, pengetahuan pajak, dan kepatuhan pajak menunjukkan nilai signifikansi di bawah 0,05. Hasil ini mengindikasikan bahwa setiap indikator yang disusun dalam kuesioner telah mampu merepresentasikan variabel yang diteliti secara memadai. Dengan demikian, instrumen penelitian dapat digunakan untuk menggambarkan kondisi perpajakan yang dihadapi pelaku UMKM secara empiris. Temuan ini sejalan dengan pendapat Sugiyono (2021) yang menyatakan bahwa instrumen penelitian dinyatakan valid apabila mampu mengukur konsep yang diteliti secara tepat. 
Selanjutnya, hasil uji reliabilitas menunjukkan bahwa seluruh variabel memiliki nilai Cronbach’s Alpha di atas 0,70. Nilai tersebut menandakan bahwa instrumen penelitian memiliki tingkat konsistensi internal yang baik. Artinya, jawaban responden relatif stabil dan dapat dipercaya dalam mengukur pemahaman pajak, pengetahuan pajak, serta kepatuhan pajak pelaku UMKM (Ghozali, 2021).
3.2.2. Pengaruh Variabel Independen terhadap Perpajakan UMKM
Hasil analisis regresi linier berganda menunjukkan bahwa pemahaman pajak dan pengetahuan pajak secara bersama-sama memiliki kemampuan yang cukup kuat dalam menjelaskan variasi kepatuhan pajak UMKM. Nilai koefisien determinasi sebesar 68,2% mengindikasikan bahwa faktor internal pelaku UMKM berperan penting dalam membentuk perilaku kepatuhan pajak (Nurmantu, 2020). 
Secara parsial, pemahaman pajak terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak UMKM. Koefisien regresi yang bernilai positif menunjukkan bahwa semakin baik pemahaman pelaku UMKM terhadap prosedur, ketentuan, dan mekanisme perpajakan, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan pajaknya. Temuan ini menunjukkan bahwa pemahaman yang bersifat praktis lebih dibutuhkan oleh UMKM dibandingkan sekadar pengetahuan normatif. Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan Kumalasari et al. (2022) serta Judijanto dan Al-Amin (2025) yang menyimpulkan bahwa pemahaman pajak merupakan faktor utama dalam mendorong kepatuhan pajak UMKM. 
Sebaliknya, pengetahuan pajak tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan pajak UMKM secara parsial. Meskipun koefisien regresinya bernilai positif, pengaruh tersebut relatif kecil dan tidak signifikan secara statistik. Kondisi ini mengindikasikan bahwa pengetahuan pajak yang bersifat umum, seperti mengetahui tarif atau kewajiban pajak, belum tentu mendorong kepatuhan apabila tidak diikuti dengan kemampuan penerapan dalam praktik. Temuan ini sejalan dengan penelitian Maulani (2025) serta Sari dan Nugroho (2021) yang menyatakan bahwa keterbatasan dalam mengaplikasikan pengetahuan pajak masih menjadi kendala utama bagi UMKM.


3.2.3. Pengaruh Simultan dan Kelayakan Model
Hasil uji simultan menunjukkan bahwa pemahaman pajak dan pengetahuan pajak secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak UMKM. Nilai F hitung yang signifikan menunjukkan bahwa model regresi layak digunakan untuk menjelaskan hubungan antarvariabel. Hal ini mengindikasikan bahwa kepatuhan pajak merupakan hasil interaksi antara kemampuan memahami peraturan dan penguasaan pengetahuan teknis perpajakan (Luturmas et al., 2024). 
Secara konseptual, pemahaman pajak berkaitan dengan sejauh mana pelaku UMKM mampu memahami fungsi pajak, kewajiban perpajakan, serta konsekuensi hukum yang melekat, sedangkan pengetahuan pajak berhubungan dengan penguasaan informasi teknis mengenai perhitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak. Ketika kedua aspek tersebut dimiliki secara bersamaan, pelaku UMKM cenderung lebih mampu memenuhi kewajiban pajaknya dengan benar dan tepat waktu (Luturmas et al.,2024). 
Kelayakan model regresi dalam penelitian ini diperkuat oleh nilai koefisien korelasi (R) sebesar 0,826 yang menunjukkan hubungan yang kuat antara variabel independen (Pemahaman Pajak (X1) dan Pengetahuan Pajak (X2)) dan variabel dependen (Kepatuhan Pajak (Y). Selain itu, nilai Adjusted R Square sebesar 0,669 mengindikasikan bahwa 66,9% variasi Kepatuhan Pajak UMKM dapat dijelaskan oleh Pemahaman Pajak dan Pengetahuan Pajak secara simultan. Nilai ini menunjukkan bahwa model memiliki daya jelaskan yang baik dan stabil, sehingga layak digunakan untuk menganalisis perilaku kepatuhan pajak UMKM. 
Temuan tersebut sejalan dengan penelitian Wijaya et al., (2025) yang menemukan bahwa model regresi yang melibatkan variabel pemahaman dan pengetahuan pajak memiliki kemampuan prediktif yang cukup tinggi dalam menjelaskan kepatuhan pajak UMKM. Selain itu, penelitian oleh Demin (2023) juga menunjukkan bahwa variabel kognitif perpajakan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap kepatuhan pajak, meskipun masih terdapat faktor lain di luar model yang turut memengaruhi.
3.2.4. Implikasi bagi Kebijakan Perpajakan UMKM
Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa peningkatan kepatuhan pajak UMKM akan lebih efektif apabila difokuskan pada penguatan pemahaman pajak, bukan hanya peningkatan pengetahuan pajak secara teoritis. Oleh karena itu, kebijakan perpajakan bagi UMKM perlu diarahkan pada penyederhanaan prosedur administrasi, peningkatan kualitas sosialisasi, serta pendampingan teknis yang lebih aplikatif. Temuan ini sejalan dengan arah kebijakan Direktorat Jenderal Pajak yang menekankan pentingnya edukasi dan asistensi perpajakan bagi pelaku UMKM (Direktorat Jenderal Pajak, 2023).
3.2.5. Dominasi Faktor Internal UMKM dalam Perilaku Perpajakan
Signifikannya pengaruh pemahaman pajak menunjukkan bahwa faktor internal UMKM memegang peranan utama dalam membentuk perilaku perpajakan. Faktor-faktor tersebut mencakup pemahaman terhadap aturan perpajakan, kesadaran pajak, serta persepsi terhadap manfaat pajak bagi pembangunan. Pendekatan kepatuhan berbasis kesadaran (voluntary compliance) dinilai lebih efektif bagi UMKM dibandingkan pendekatan paksaan (Alm & Torgler, 2020; Putri & Narulitasari, 2024). 
Koefisien regresi Pemahaman Pajak (X1) yang mendekati satu menunjukkan bahwa perubahan pada variabel ini diikuti oleh perubahan yang hampir sebanding pada variabel Kepatuhan Pajak(Y). Hal ini mengindikasikan bahwa peningkatan pemahaman dan kesadaran perpajakan pada pelaku UMKM berpotensi memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kepatuhan atau kinerja perpajakan mereka. Temuan ini memperkuat pandangan bahwa pendekatan edukatif dan persuasif merupakan strategi yang efektif dalam meningkatkan kepatuhan pajak UMKM. 
Dalam praktiknya, UMKM sering kali menghadapi keterbatasan informasi dan sumber daya dalam memahami ketentuan perpajakan. Oleh karena itu, ketika aspek internal seperti pengetahuan dan kesadaran meningkat, pelaku UMKM cenderung lebih mampu dan lebih bersedia untuk memenuhi kewajiban perpajakannya secara mandiri.

3.2.6. Lemahnya Pengaruh Faktor Eksternal dalam Model Penelitian
Tidak signifikannya pengaruh pengetahuan pajak menunjukkan bahwa kebijakan dan fasilitas perpajakan belum sepenuhnya diinternalisasi oleh pelaku UMKM. Kondisi ini dapat disebabkan oleh kurangnya sosialisasi kebijakan, kompleksitas administrasi, serta keterbatasan akses informasi perpajakan. Temuan ini sejalan dengan Santoso dan Rusliansyah (2024) serta Setiawan dan Putri (2022) yang menyatakan bahwa kompleksitas sistem dan beban administrasi masih menjadi hambatan kepatuhan pajak UMKM. 
Koefisien regresi pengetahuan pajak (X2) yang relatif kecil menunjukkan bahwa peningkatan pada aspek ini hanya memberikan kontribusi yang sangat terbatas terhadap perubahan nilai kepatuhan pajak (Y). Kondisi ini dapat disebabkan oleh kurangnya sosialisasi kebijakan, kompleksitas prosedur administrasi, atau persepsi pelaku UMKM bahwa kebijakan perpajakan belum memberikan keuntungan langsung terhadap kelangsungan usaha mereka. 
Temuan ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan perpajakan yang dirancang oleh pemerintah dan realitas yang dihadapi oleh pelaku UMKM di lapangan. Dengan kata lain, kebijakan perpajakan yang bersifat struktural belum tentu efektif apabila tidak diiringi dengan pemahaman dan kesiapan pelaku UMKM sebagai subjek pajak.
3.2.7. Hambatan serta Dampak Kebijakan Perpajakan UMKM
Pelaku UMKM masih menghadapi berbagai kendala administratif, termasuk keterbatasan waktu, sumber daya, serta kemampuan penggunaan sistem digital perpajakan. Meskipun digitalisasi bertujuan meningkatkan efisiensi dan transparansi, implementasinya belum sepenuhnya efektif bagi UMKM dengan literasi digital yang rendah (Hanna, 2020; Seicilia Silalahi et al., 2025). 
Selain itu, keterbatasan akses terhadap informasi perpajakan yang jelas dan mudah dipahami turut memperkuat hambatan tersebut. Informasi yang tersedia umumnya disampaikan dalam bahasa teknis dan regulatif, sehingga tidak seluruhnya dapat dipahami oleh pelaku UMKM. Kondisi ini menyebabkan kesenjangan pemahaman antara ketentuan yang berlaku dan implementasi di lapangan, yang pada akhirnya berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan pajak. 
Faktor keterbatasan waktu dan tenaga juga menjadi isu yang signifikan. Sebagian besar UMKM dikelola secara mandiri atau dengan jumlah tenaga kerja yang terbatas, sehingga pemilik usaha harus mengalokasikan waktu lebih banyak untuk kegiatan operasional dibandingkan urusan administrasi perpajakan. Akibatnya, kewajiban pajak sering kali dianggap sebagai beban tambahan yang menyita sumber daya usaha. 
Penerapan sistem pelaporan pajak secara daring pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi. Namun dalam praktiknya, kendala teknis seperti gangguan sistem, kesulitan akses, atau keterbatasan kemampuan penggunaan teknologi masih kerap dialami oleh pelaku UMKM. Hal ini menunjukkan bahwa transformasi digital di bidang perpajakan belum sepenuhnya diimbangi dengan kesiapan pengguna di sektor usaha kecil. 
Di sisi lain, minimnya pendampingan dan bimbingan dari pihak otoritas pajak turut memengaruhi pemahaman UMKM terhadap kewajiban perpajakan. Tanpa pendampingan yang berkelanjutan dan bersifat praktis, pelaku UMKM cenderung mengalami kesulitan dalam mengikuti perkembangan aturan serta tata cara perpajakan yang terus berubah. 
Terkait kebijakan perpajakan, sebagian pelaku UMKM menilai bahwa kebijakan tarif pajak yang berlaku saat ini relatif telah disesuaikan dengan kemampuan usaha kecil. Penerapan tarif yang lebih rendah dibandingkan wajib pajak skala besar memberikan ruang bagi UMKM untuk tetap menjalankan kewajiban pajaknya tanpa tekanan finansial yang berlebihan. Namun demikian, dampak kebijakan tersebut terhadap pengembangan usaha belum sepenuhnya dirasakan secara optimal oleh seluruh pelaku UMKM. 
Kebijakan perpajakan pada prinsipnya diharapkan dapat menjadi instrumen pendukung pertumbuhan usaha, termasuk melalui pemberian insentif pajak. Insentif tersebut dinilai mampu meringankan beban usaha, khususnya dalam kondisi ekonomi yang tidak stabil. Akan tetapi, efektivitas insentif pajak sangat bergantung pada tingkat pemahaman dan akses informasi pelaku UMKM terhadap kebijakan tersebut. 
Dari perspektif tata kelola, sistem perpajakan saat ini dipandang lebih transparan dibandingkan periode sebelumnya, terutama dengan adanya sistem digital dan keterbukaan informasi. Meskipun demikian, perubahan kebijakan yang relatif dinamis sering kali menimbulkan kebingungan bagi pelaku UMKM apabila tidak disertai dengan sosialisasi yang sederhana dan mudah dipahami. Oleh karena itu, konsistensi kebijakan serta kejelasan komunikasi menjadi faktor penting dalam meningkatkan kepatuhan pajak UMKM. 
Menunjukkan bahwa keberhasilan kebijakan perpajakan bagi UMKM tidak hanya ditentukan oleh besaran tarif atau ketersediaan insentif, tetapi juga oleh kemudahan administrasi, kualitas sistem pelaporan, serta intensitas pendampingan dari otoritas pajak. Upaya perbaikan pada aspek-aspek tersebut menjadi kunci dalam mendorong kepatuhan dan partisipasi UMKM dalam sistem perpajakan.
3.2.8. Sintesis Temuan Penelitian
Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa kepatuhan pajak UMKM lebih dipengaruhi oleh faktor internal dibandingkan faktor eksternal. Temuan ini menegaskan bahwa keberhasilan kebijakan perpajakan UMKM sangat bergantung pada tingkat pemahaman dan kesadaran pelaku usaha sebagai subjek pajak. Oleh karena itu, pendekatan kebijakan yang holistik dengan menitikberatkan pada edukasi, pendampingan, dan penyederhanaan sistem perpajakan menjadi sangat penting (OECD, 2021; Nurmantu, 2020).
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Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa perilaku dan kinerja perpajakan UMKM di Provinsi Jawa Barat dipengaruhi oleh berbagai faktor dengan tingkat pengaruh yang berbeda-beda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor internal pelaku UMKM memiliki peranan yang dominan dalam membentuk perilaku perpajakan. Pemahaman dan kesadaran pelaku UMKM terhadap ketentuan perpajakan terbukti berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepatuhan dalam memenuhi kewajiban pajak. Temuan ini mengindikasikan bahwa semakin baik tingkat pemahaman pelaku UMKM mengenai aturan, prosedur, serta tujuan perpajakan, maka semakin besar kecenderungan mereka untuk melaksanakan kewajiban pajak secara tertib dan bertanggung jawab. Kondisi tersebut menegaskan bahwa pendekatan kepatuhan berbasis kesadaran lebih efektif diterapkan pada sektor UMKM. Sebaliknya, faktor eksternal yang berkaitan dengan kebijakan dan fasilitas perpajakan belum menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap perilaku perpajakan UMKM. Meskipun kebijakan perpajakan telah dirancang untuk memberikan kemudahan dan keringanan bagi UMKM, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan tersebut belum sepenuhnya memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kepatuhan pajak. Hal ini mengindikasikan bahwa keberadaan kebijakan saja belum cukup untuk mendorong perubahan perilaku apabila tidak diikuti dengan pemahaman dan penerimaan yang memadai dari pelaku UMKM. 
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